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KOMISI PEMIUHAN UMUM

KABUPATEN POLEWAU MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABLIPIqTTEN POITEH'AITI MANEAR

Nomor: 1 8/ HK.03. I -Kpt / 7 604 I KPV -Kab I 03 I 2O2 |
TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN

KO'IVIiSI' PEIiItIH'A-IV-UNTCNVT KABUMTEN_ POIEWALI']iIANDAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-
Kgr-|O6/KPU /vlII/202L Tentang Badan Koordinasi

Hubungian Masyarakat Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota);

b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi

kirdr(flnEsi hubxh-gan -m.dsTaei(a-r arlft?ira Iftmfst
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu

dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di

lingllungan Kbmisi Pemilihan Umum Kdbupaten

Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Polewali Mandar tentang Pembentukan Badan

Koordinasi Hubungan Masyarakat di LinSkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Fublik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Irmlr?ii'ari ]\regdfa Re?ubItI( Iif&,nesia Noiro-r 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Pelayanan Publik (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor Ll2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Mengingat

3. Undang.
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3. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Guberntlr,
Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 15 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana
telah b'eberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti
Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2O2O tentang
Perr.bahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 20 15 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 20L4 tentang Pernilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang- Undang (Lernbaran Negara
Republiit Indonesia Tahun 2O2O Nornor 193,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor I82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
61Oe);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor laOa);

6. Peraturan Kornisi Pemilihan [Jrnurn Nornor 1

Tatmn 20 15 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Inforrnasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Urnurn (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor a56l';

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun '2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pernilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomorl2a9);

8. Peraturan
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8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan lJmum Nomor 8

Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
{Jmum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupatenf Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor
32O), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2O2L tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan LJmum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2O2O tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan lJmtlm, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan I-Imum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 12361;

1 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
542 /H.lll{/ 03.S-Kpt / 06 /KPU/uIt / 2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan
Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten I Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan lJmum Nomor

56 1 /HM.03.5-Kpt I 06 I KPU lVlll I 2021 Tentang Badan

Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi

Pemilihan Umum KabuPaten/ Kota.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Polewali Mandar Nomor 49ITU.OL-
BP I 7 604l KPU-Kab I VIII I 2O2 I tanggal 3 1 Agustus 2O2 |

MEMUTUSKAN



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KETIGA

-4-

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

POLEWALI MANDAR TENTANG BADAN KOORDINASI

HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Polewali Mandar.

Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali

Mandar Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
dan

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

Susunan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di
Lingkungarl Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali

Mandar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

tercamtum dalam lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat mengenai
penyebaran informasi serta sosialisasi program dan
kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;

2. melakukan koordinasi, komunikasi dan
kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan
jajaran instansi /lernbaga dibawahflya, serta
pemangku kepentingan terkait di tingkat
kabupaten/kota;

3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan
kehumasan;

4. menghimpun.
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4. rnenghimpun, mengelola, dan menyalurkan
data/informasi kehumasan terkait kepemiluan
dan kelembagaan yang diperlukan secara
terbuka, cepat dan akurat kepada publik;

5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil
pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi
publik kepemiluan; dan

6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan

tahunan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten dan kepada Komisi Pemilihan Umum
Provinsi untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan
Umum.

Seluruh pembiayaan atas ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Polewali Mandar.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Komisi Perhilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar
Nomor 13/HK.03.L-Kptl7604lKPU-Kabllvl2O2l
tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMIUHAN UMUM

MANDAR
Hukum

Ditetapkan di
Pada tanggal

Polewali

07 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Ttd.

RUDIANTO

sitri n

\



SALINAN
{.AMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR: 18/HK.03.t-Wt/7604/KPU-
Kab /03 /2o21
TENTANG BADAN KOORDINASI
HUBUNGAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM I(ABUPATEN POLEWALI MANDAR

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 07 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

aslinya

MANDAR Ttd.

RUDIANTOHukum

NO. NAMA JABATAI{
JABATAIT DALAM BADAN
KOORDIITASI III'BUITGAIT

'ltHIfyr'ffirKAit
1 Rudianto, S.Kep Ketua KPU Pembina

2 Muslim Sunar, S.Pt.,M.Si
Ketua Divisi
Perencanaan Data dan
Informasi

Pembina

3 Munawir
Ariffin,S.I.P,.M.I.P

Ketua Divisi Sosialisasi,
Pendidikan Pemilih,
Parmas, dan SDM

Pembina

4 Nurjannah Waris, A.Md. Ketua Divisi Teknis
Penvelenssaraan

Pembina

5 Andi Rannu, S.Si.,M.Si Ketua Divisi Hukum
dan Pengawasan

Pembina

6 Drs. Anwar Sida Sekretaris Ketua

7 Agustan, S. Ip. Kasubag Teknis dan
'Ffupmas' Ketua Pelaksana

8 Sitti Nadra Alimuddin, SH Kasubag Hukum Ketua Pelaksana

I Ihwan Amir Staf Sub Bagian Teknis
dan Hupmas

Pelaksana

t0. Bahrua. Staf Sub Bagian Teknis
dan Hupmas

Pelaksana

11 Armiaty. AS. Tumpang Staf Sub Bagan Teknis
dan Hupmas

Pelaksana

t2 Muhammad Abdullah Staf Sub Bagian Teknis
dan Hupmas

Pelaksana

13 Muh. Yusuf Staf Sub Bagian Teknis
dan Hupmas

Pelaksana

t4 Muhammad Anas Staf Sub Bagian Teknis
dan Hupmas

Pelaksana

15 Muhammad Syakhril
S+of, Qr rh. P, mi on. TaLni s-vLq vsv ssb4qr4 rv^Lr+4s

dan Hupmas
Fel6.ksana

Salinan

Alimuddin


